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T E N TA N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGASjDAN FUNGSl
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA>

BUPATI HALMAHERA TENGAH

Msnimbong ; a. bahwa untub melabsanaban betentuan Pasal 41 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ter tang Perangbat Daerah

dan betentuan PasaJ 6 ayat (1) Perot jran Daerah Kabupaten

Halmahera Tengah Nomor 13 , Tahun 2016 tentang

Pembentuhan dan Susunan Perangtjat Daerah Kabupaten

Halmahera Tegah;

b. bahwa untub meningbatban pelayanan bepada

masayarabat secara mudah dan cepat dipandang perlu

membentub Unit Pelabsana Tebnis D nas (UPTD);

c. bahwa berdasarban pertimbangan sebagaimana tersebut

pada huruf a dan huruf b di latas, dipandang perlu
ditetaoban dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang

Pembentuban Kabupaten Daerah Tingbat II Halmahera

Tengah (Lembaran Negara Ri Tahun 1990 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3830);
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3.

4.

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pobob - Pobob Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 3890);

Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembcntuhan Prouinsi Maluhu Utara, Kabupoten Buru dan

Kabupoten Malubu Tenggaro Barat;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pembentubon Kobupaten Holmohero Utara, Kabupoten

Halmahera Selotan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kobupaten

Halmahera Timur don Koto Tidore Kepulauan di Propinsi

Molubu Utora (Lemboron Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21,

Tombahon Lembaran Negara Rl Nomor 4262);

Undang - Undang Nomor 33 Tohun 2004 tentong

Perimbangan Keuangon Antaro Pemerintoh Pusot don

Pemerintahon Daeroh (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tombohan Lembaran Negora Rl Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tohun 2011 tentang
Pembentuhan Peraturon Perundong - undangan (Lemboron
Negara Rl Tohun 2011 Nomor 82,1 Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5233):
Undong - Undang Nomor 23 Tohun 2014 tentang
Pemerintahon Daeroh (Lemboron N^oro Republic Indonesio
Tohun 2014 Nomor 244, Tombed ion Lembaran Negoro
Nomor 5587), sebogaimona telah diuboh terahhir dengon
Undong - Undang Nomor 8Tohun j2015 tentang Penetopon
Peroturon Pemerintoh Penggonti Ur|dong - Undang Nomor 2
Tohun 2014 tentang Perubahon otos Undong - Undong

6.

7.

rintohan Daeroh MenjadiNomor 23 Tahun 2014 tentang Peme
Undang - Undang (Lembaran N'agora^Republib Indonesia
Tohun 2015 Nomor 24, Tamb(3
Republib Indonesia Nomor 5657);

ion Lembaran Negara



8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 ijahun 2005 tentang
Standar Ahuntansi Pemerintohan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 TahuA 2005 tentang Sistem
Infonnasi Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58

Pengelolaan Keuangan Daerah;

1!. Peraturan Pemerintah Nomor 18

Peranghat Daerah (Lembaran Negara Republib Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahah Lembaran Negara
Repubiih Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang PembentuUan Produb Huhum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Uruson Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
2014 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentuhan dan Susunan Peranghat
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetaphan : PERATURAN BUPATl HALMAHERA TENGAH TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERIA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM.
PENVEDIAAN AIR MINUM DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN HALMA HERA TENGAH.

• ahun 2005 tentang

Tahun 2016 tentang



BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarr Peraturcin Bupati ini yang dimabsud dengan :

1. Dcierah adcilah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

2. Siipati adalah Bupoti Halmahera Tengah;

3. P€:merintali Daerah adalah Bupati beserta perangUdt daerah sebagai unsur

p€:nyelenggara pemerintahon daerah Kabupaten H<3lijnahera Tengah;

4. Dtiwan Petwabiian Rahyat Daerah yang selanjutnyi disebut DPRD adalah
leinbaga perwabilan rahyat daerah sebagai unsur penyelenggara

ptimerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengal-;

5. Schretaris Daerah adalah Sehretaris Daerah Kabupcat

6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permuk?iman

Tungah;

7. Unit Pelabsana Tebnis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang seianjutnya

disingbat UPTD-SPAM dalah Unit Peiabsana Tehnis pinas Sistem Penyediaan
^ir Minuni yang berada dibawah Dinas Perumphan dan Permuhiman
Kabupaten Halmahera Tengah; j

0. H.epala UPTD-SPAM adalah Kepala Unit Pelabsana Tebnis Dinas Sistem
Penyediacin Air Minum yang berada dibawali Dinas Perumahan dan
Permuhiman Kabupaten Halmahera Tengah;

9. t;selonering adalah tingbatan jabatan strubtural pada Unit Pelabsana Tebnis

Dinas Perumahan dan Pemnuhiman;

10. Keiompob Jabatan Fungsional adalah belompob jabatan fungsional pada
Unit Pelai^sana Tebnis Dinas Perumahan dan Pemiubiman.

pn Halmahera Tengah;

Kabupaten Halmahera
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BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pascil 2

Denoan Peralurcn Bupali ini dibentub Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi
seita Tata Kerjc, Unit Pelabsana Tebnis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum
Kabuptiten Halmahera Tengah.

Pcsal 3

UPTD-SPAM n,erupahan unit pelahsana Pemerintah Daerali yang berada
dibov^ah Dinas Perumahan dan Permubiman dan be.t^nggungjawab bepada
Kepalci Daerah meialui Kepala Dinas.

BAB 111

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

CD Susunan Organisasi Unit Pelabsana Tehnis Dines, Sistem Penyediaan Air
\/linum Kdbupaten Halmahera Tengah terdiri dan :!
a. Kepain UPTD

b. Kepala Sehsi Tebnih;

c. Kepala Sehsi Admninstrasi Keuangavi;

c. Staf.

(2) Bagan Scisunan Organisasi Unit Pelabsana Tebnts
Air Minum Kabupalen Halmahera Tengah sebag^mana dimabsud ayat (1)
pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan B^pati ini.
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BAB IV i

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSl .

Pasal 5

Unit PElabsana Tebnis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas
melahsanahan sabagian tuga. Dinas Perumahan dan Pemiuhiman Kabupaten
Halmahera Tengah dibidang pengelolaan air minum.

Pasol 6

Daian^ melabsanaban tugas sebagaimano dimahsud pada pasa) 5, Unit
Peiabsana Tebnis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi:
a. perumuson hebijahan tebnis sesuai iingbup tugas de.igan persetujuan bepala

dinas;

b. pcimberian izin dpn peiabsana pelayancn umum;
c. ptilahscna urusan administrasi.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN
dan PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1) Kepaia Unit Peiabsana Tebnis Dinas Sistem Penyjdiaan Air Minum adalah
abatan tselon IVa;

C2) <epala Scbsi adalah labatan Eselon lub;
(3) Kepaia Unit Peiabsana Tebnis Dinas Sistem P^yediaan Air Minum dan

Kepalc Sebsi dianghat dan diberhentiban oleh Bupati atas usul Kepaia D.nas;
(4) Pejabat dibawah Kepaia Sebsi dan Stafnya dian,jjat dan diberhentiban oleh

Kepaia IIPTD-SPAM atas persetujuan Kepaia Dine s.



BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAI.

Pasal 8

elahsanahan sebagian

n;

pada ayat (p pasal ini
bepoda Kepala Dinas

(1) Kelompoh Jcibatan Fungsional mempunyai tugas it
tugas Dinas secara profesional sesuai dengan hebutuhc

(2) Kebmpoh Jabatan Fungsional sebagaimana dimabstic
dalam melatisanahan tugasnya bertanggung jawab
melalui Kepala "unit Pelabsano Tebnis Dinas Pencljpatan dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kecamatan;

(3) Se:iap Kelompob labatan Fungsional sebagaimana ^imahsud pada ayat (1)
pc sal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senipr;

(4) Jenis dan jenjang labatan Fungsional sebagaimana dimabsud pada ayat (1)
pnsal ini dKitur sesuai dengan Peraturan Perundong yundangan.
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BAB Vii

TATA KERIA

Pasal 9

Untuh meloV^sanahan tugasnya. Kepala Unit Pelabscna Tehnis Dinas Sistem
penvediaan Air Minum waj.b menerapban prinsip boordinasi, integras, dan
sinb>onisasi di lingbungan Unit Pelabsona Tebnis Dinas Sistem Penyed,aan A.r
Minum dengan instansi terboit dalam rangba pelabsanaan tuga
ma*ing - mo'iing.

BAB Viil

KETENTUAN PERALIHAM

Pasal 10

Hoi - hal loin yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini aban diatur leblh
lar jut sepanjang mengenai tebnis pelabsanaannya.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlat^u pada tanggal ditetap
dapat mengetahuinya, memerintahhan pGngundongan
dengar penempatannya dalam Berita Daerah.

?an. Agar setiap orang

Peraturan Bupati ini

Ditetapbon di Weda

padatansjggjieJanuari 2017

' ^ RATENGAH,

Diundanghan di Weda

pada tanggal 23 Januari 2017

DAERAH KABUPATEN
HERA TENGAH,

SRI AMAL

BERn ADAERAl-I KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHLIN 2017 NOMOR284
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